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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

      1. Sejarah Singkat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Departemen kehakiman pada zaman Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam sidang PKKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUd tadi disebutkan ¹ departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya.Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) berakhir tanggal 5 maret 1950, dad suatu perubahan tentang kementrian, pemerintah mengeluarkan keputusan tentang ruang lingkup, lapangan kerja dan susunan kementrian kehakiman RI, selajutnya kurun waktu antara tahun 1974 s/d 1985, lahir keputusan keputusan baru baik itu keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Kehakiman untuk menyempurnakan keputusan atau Undang Undang yang telah ada.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.Kantor wilayah dibentuk berdasarkan keputusan menteri kehakiman No. M06.PR.07.02 tahun 1982.


2. Visi dan Misi Perusahaan

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai Visi yaitu memantapkan system hokum nasional dalam rangka menegakan supermasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Misi yang di emban sebagai perwujudan Visi tersebut adalah :

a. Menyusun perencanaan hukum

b. Memelihara, menyempurnakan dan menciptakan peraturan perundang undangan

c. Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum, dan penegakan hukum

d. Melakukan pembinaan dan pengembangan hukum

e. Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum

f. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran hukum masyarakat

g. Meningkatkan dan memantapkan system jaringan dukomentasi dan informasi hukum

h. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

2.2.  Stuktur Organisasi Perusahaan

Pada dasarnya struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara departemen – departemen yang terkait dalam suatu organisasi dan biasanya digambarkan dalam bentuk grafik. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai kerangka pembagian tanggung jawab fungsional yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, sehingga akan mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing masing.

2.3. Deskripsi Jabatan

1. Organisasi dan Tatalaksana

a. Kedudukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (KAKANWIL DEPKEH)

1.  Berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kehakiman

2. Merupakan jabatan eselon IIa (sama dan sejajar dengan Ketua Pengadilan Tinggi, dalam hal preseance protokler ditaati ketentuan yang berlaku)

3. Membawahi semua Unit Pelaksana Teknis/ Unit Organik Departemen Kehakiman di dalam wilayah kerjanya, dalam arti mempunyai wewenang operasionil (teknis,administrative, pengawasan) terhadap Unit Pelaksana Teknis maupun Unit Organik Departemen Kehakiman kecuali kewenangan teknis yudisial terhadap badan – badan peradilan

4. Dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang administratif/ pasilitatip dapat berhubungan langsung dengan sekretaris Jendral Departemen Kehakiman

5. Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dapat berhubungan langsung dengan Inspektur Jendral Departemen Kehakiman

6. Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang tehnis/ substantif dapat berhubungan langsung dengan Direktur Jendral/ Kepala Badan Departemen Kehakiman yang bersangktan

b. Kedudukan Koordinator pada KAKANWIL DEPKEH

1. Merupakan asisten/staf-tehnis KAKANWIL DEPKEH dalam bidangnya masing – masing yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada KAKANWIL DEPKEH

2. Merupakan nama jabatan eselon IIb pada KANWIL DEPKEH yang terdiri atas :

a.  Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi (KORMIN)

b. Koordinator Urusan Keimigrasian (KORIM)

c.  Koordinator Urusan Pemasyarakatan (KORPAS)

3. Apabila KAKANWIL DEPKEH berhalangan, maka KORMIN mewakili dan melaksanakan tugas sehari – hari KAKANWIL DEPKEH untuk menentukan koordinator lainnya

4. Dalam hal semua coordinator berhalangan, KAKANWIL DEPKEH dapat menugaskan salah seorang dalam lingkungan KAKANWIL DEPKEH untuk mewakili dan melaksanakan tugas sehari –harinya

5. Berdasarkan prinsip pendelegasian wewenang, atas nama KAKANWIL DEPKEH, coordinator dapat menandatangani surat – surat tehnis yang berhubungan dengan bidangnya.

c. Kedudukan Kepala Bagian/ Kepala Bidang pada KANWIL DEPKEH

1. Merupakan pembantu/staf KAKANWIL DEPKEH dalam bidang masing –masing yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KAKANWIL DEPKEH melalui koordinatornya

2. Merupakan nama jabatan eselon IIIa pada KANWIL DEPKEH yang terdiri atas :

a. Kepala Bagian Umum (Ka. BAGUM)

b. Kepala Bidang Data dan Informasi (Ka.BIDATIN)

c. Kepala Bidang Hukum (Ka. BIDKUM)

d. Kepala Bidang Badan Peradilan Umum (Ka. BIDBADILUM)

e. Kepala Bidang Pemasyarakatan (Ka. BIDPAS)

f. Kepala Bidang Keimigrasian (Ka. BIDIM)

3. Pada KANWIL DEPKEH tipe B, sepanjang tidak ada KORPAS atau KORIM, maka Kepala Bidang besangkutan melakukan tugas dan fungsi coordinator dibidang bersangkutan

4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian/Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi.

2. Administrasi Kepegawaian

a. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian KANWILDEP

Pembinaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum untuk :

1. Pegawai biasa pada PT. dan PN. Dan semua pegawai pada Unit Pelaksana Tehnis pada KANWILDEP

2. Kepala Bidang Peradilan Umum (Kepala Seksi Tenaga Tehnis Peradilan) untuk hakim, panitera kepala, panitera pengganti dan jurusita.

3. Administrasi Pembangunan Departemen Kehakiman

Administrasi Pembangunan Departemen Kehakiman merupakan keseluruhan proses kerjasama yang dilaksanakan secara berencana kearah pelaksanaan yang lebih baik untuk fungsi-fungsi Departemen Kehakiman.

a.  Kedudukan Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian proyek

1. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek berada dilokasi Proyek

2. Bagi proyek – proyek yang berlokasi diibukota propinsi, sedapat mungkin ditunjuk hanya seorang pemimpin proyek dan seorang bendaharawan proyek 

3. Bagi proyek –proyek yang berlokasi di luar ibukota propinsi, dengan memperhatikan letak dan faktor –faktor lain, apabila dipandang perlu ditunjuk pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek

4. Administrasi Keuangan

APBN Departemen Kehakiman merupakan rencana kerja Departemen Kehakiman yang dituangkan dalam angka (uang) untuk melaksanakan tugas pokok Departemen Kehakiman yang terdiri dari sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan.

5. Administrasi Perlengkapan

Bertugas untuk :

a.  Pengadaan Barang/Jasa

b.  Penyimpanan, Penyaluran dan Pemeliharaan Barang/Jasa

c.  Inventarisasi

d. Yaitu kegiatan untuk melakukan pencatatan, penghitungan dan pendaftaran barang milik/kekayaan Nagara (Perlengkapan Pemerintah) pada suatu saat tertentu.

e.  Penghapusan Barang –Barang Milik/Kekayaan Negara

6. Tata Persuratan, Tata Kearsipan, Laporan dan Urusan Data

Bertugas untuk permasalahan :

a. Tata Persuratan

b. Tata Kearsipan

c. Pelaporan

d. Papan Nama Kantor

e. Penyampaian Arus Data dan Informasi

f. Penyampaian Arus Data dan Informasi Bidang Teknis Operasionil Keimigrasian.

7. Petunjuk Pelaksanaan Bidang Kehumasan

Untuk masalah :

a. Umum

b. Pemberitaan dan Penerangan

c. Kunjungan Kerja Lembaga Perwakilan Rakyat

d. Penutup


Guna keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut unit kehumasan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.

2.4.  Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan perusahaan meliputi :

a.   Menyusun perencanaan hukum

b. Memelihara, menyempurnakan dan menciptakan peraturan perundang undangan

c. Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum, dan penegakan hukum

d. Melakukan pembinaan dan pengembangan hukum

e. Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum

f. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran hukum masyarakat

g. Meningkatkan dan memantapkan system jaringan dukomentasi dan informasi hukum

h. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek ini, Departemen Hukum dan HAM menempatkan penulis di bidang kepegawaian. Bidang ini menyangkut semua data – data tentang kepegawaian. Kegiatan yang penulis lakukan selama menjalankan Kerja Praktek berupa pengarsipan data – data para pegawai. 

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek


Sebelum melaksanakan kerja praktek terlebih dahulu penulis diberikan suatu penjelasan bagaimana cara kerja dan kegiatan atau tugas apa saja yang akan dilaksanakan penulis. 

Kegiatan yang akan dilakukan penulis adalah kegiatan yang masih dilakukan secara manual. Adapun ruang lingkup dari kegiatan yang dilakukan dalam kerja praktek ini berupa pengarsipan data. Data – data yang akan diarsipkan adalah data – data para pegawai, baik itu berupa data pengajuan cuti pegawai, pengajuan kenaikan pangkat/jabatan pegawai dan  data – data tentang pegawai lainnya.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Hasil yang penulis dapatkan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini diantaranya tentang :

3.3.1. Pelaksanaan pelatihan kinerja pegawai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

Pelaksanaan pelatihan pegawai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ditujukan kepada pegawai dengan maksud untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Pelatihan ini diberikan kepada pihak yang sudah ditunjuk dan dipercayai mampu dan ahli dalam bidangnya untuk melakukan pelatihan.

3.3.2. Metode pelatihan yang digunakan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

Metode - metode pelatihan yang diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pegawainya antara lain sebagai berikut : 

a. Learning By Doing / On The Job Training / Bekerja Sambil Belajar

Yaitu suatu bentuk pembekalan yang dapat mempercepat proses pemindahan pengetahuan dan pengalaman kerja / transfer knowledge dan para pegawai senior ke junior. Pelatihan ini langsung menerjunkan pegawai baru bekerja sesuai dengan job description / jobdesc masing-masing di bawah supervisi / pengawasan karyawan senior.

b. Vestibule Training
Yaitu memberikan pelatihan semacam kursus yang dijalankan di luar lingkungan kerja. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan pada kursus tersebut tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang nantinya akan digeluti oleh para peserta.

3.3.3. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelatihan pegawai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

Hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelatihan pegawai antara lain :

a. Proses pelatihan kurang optimal karena minimnya tenaga ahli dalam proses pelatihan sedangkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan cukup banyak

b. Anggaran yang dikeluarkan untuk proses pelatihan cukup besar sehingga pelaksanaan pelatihan tidak rutin dilakukan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat di simpulkan bahwa :

a. Pelatihan terhadap kinerja pegawai sangat berpengaruh bagi peningkatan kinerja pegawai dalam suatu perusahaan.

b. Pelatihan kinerja pegawai di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia perlu ditingkatkan mengingat pentingnya penguasaan/ keahlian pegawai pada masing – masing bidang kerjanya

4.2. Saran

Untuk mencapai visi dan misi serta cita _ cita Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia maka kinerja dalam Departemen harus ditingkatkan. Untuk itu demi mencapai kinerja yang maksimum, maka pelatihan kinerja perlu dilaksanakan seoptimal dan seefektif mungkin agar pegawai lebih menguasai bidang kerjanya masing – masing.
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